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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian dalam penulisan Tesis ini menggunakan 

jenis penelitian hukum normative empiris, yang mana 

memadukan penelitian kepustakaan dengan dukungan 

data lapangan yaitu melalui wawancara terhadap pihak 

yang terkait termasuk wawancara terhadap para ahli 

hukum yang concert di bidangnya. Penelitian hukum jenis 

ini biasa disebut sebagai applied law research yaitu 

menggunakan studi kasus hukum normative-empiris  

berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji 

implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah 

pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif 

dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum 
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tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai 

tujuan yang telah ditentukan.
57

 

Penelitian hukum normative empiris ini bermula dari 

ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada 

peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat, sehingga 

dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap 

kajian, yaitu:
58

 

a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum 

normatif yang berlaku 

b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in 

concreto guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan 

melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. 

hasil penerapan akan menghasilkan pemahaman 

realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normative 

yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak 
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3.2  Sifat Penelitian 

Termasuk sifat penelitian deskriptif-analisis
59

 yaitu 

menggambarkan kebijakan pemerintah terhadap pendirian 

bangunan wisata alam the lost world castle didaerah 

kawasan rawan bencana III dan kemudian menganalisis 

dengan aturan hukum posistif  

3.3 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan penelitian hukum Yuridis 

Normatif dan Yuridis Empiris. Yuridis Normatif yaitu 

penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan 

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 

Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan 

konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum 

identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan 

diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang 

berwenang
60

.Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2010, UII Press, Jakarta, 

hlm.50. 
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Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 295. 



 
 

92 
 

hukum yang akan dilakukan berdasarkan apa yang dilihat 

di lapangan atau dalam arti lain suatu penelitian hukum 

berdasarkan Observasi dan eksperiment dilapangan. 

 

3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data pada penelitian ini yang dilakukan 

penulis sebagai modal untuk menganalisa adalah sumber 

data sekunder. Data sekunder sendiri sering diakatakan 

sebagai sumber data dari tangan kedua yang sudah diolah 

menjadi sebuah referensi buku, artikel atau esai, oleh 

karena itu penelitian yang menggunakan sumber data 

sekunder sering disebut sebagai penelitian kepustakaan.
61

 

berbeda dengan penelitian tetangga yang menggunakan 

data primer, sehingga mengharuskan menggunakan data 

langsung dari pelaku sejarah atau pihak yang langsung 

bersangkutan, sehingga sering disebut dengan penelitian 

lapangan atau penelitian empiris. 
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Menurut hemat penulis, setelah memutuskan dengan 

metode penelitian normative empiris, maka memiliki 

konsekuensi logis adanya perpaduan sumber data yang 

digunakan. Data tersebut, hanya saja memiliki 

kecenderungan tersendiri atau lebih banyak penggunaan 

metode penelitian normative. Sedangkan sudut pandang 

empirisnya diambil dari dukungan data wawancara kepada 

pemangku kebijakan atau pemerintah, serta memerhati 

keilmuan yang konsen dibidangnya. 

Pada dasarnya penelitian hukum ini, yang mana 

menggunakan sumber data sekunder, masih memiliki 

penjabaran bahan-bahan hukum. Adapun penjabaran 

bahan-bahan tersebut secara rinci dapat dibagai menjadi 3 

(Tiga) yaitu; 

1)   Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang 

mengikat dan bersifat autoritatif artinya memiliki 
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otoritas.
62

 Bahan ini terdiri dari Perundang-undangan 

termasuk di dalamnya Undang-Undang Dasar, 

undang-undang, serta peratuan lain yang berkaitan 

secara hierarkis, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan tersebut dan 

terakhir putusan-putusan hakim.
63

 Dikarenakan 

penelitian hukum ini adalah normative empiris, maka 

sumber hukum yang mengejawantahkan sifat empiris 

juga termasuk ketentuan bahan hukum primer. Hal ini 

sudah dijelaskan pada sub bab jenis penelitihan 

seperti melakukan observer, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun bahan hukum primer dalam 

penelitian ini antara lain terdiri dari: 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Pokok-Pokok Hukum Agraria 
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3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan 

6. Peraturan Pemerintahnya Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 

Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. 

8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang dimaksud yaitu bahan hukum 

yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku–

buku (literatur), artikel atau makalah, jurnal, baik yang 

tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun 

pendapat para ahli (doktrin) yang dipublikasikan, dan 
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tentu saja berkaitan dengan masalah yang diteliti.
64

 

Adapun literatur atau buku-buku, jurnal ataupun hasil 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

yaitu; 

A. Buku 

1. A‟an Efendi, Hukum Lingkungan, Instrumen 

Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di 

Indonesia dan Perbandingannya dengan 

beberapa Negara, Cetakan Pertama, PT Citra 

Adytia Bakti, Bandung. 

2. Ashary, 1995, Negara hukum Indonesia, 

Analisis Yuridis Normative Tentang Unsur-

Unsurnya, UI Press, Jakarta. 

3. Budi Winarno, 2016, Kebijakan Publik Era 

Globalisasi, Jakarta, PT. Buku Seru.  

4. Dahlan Thaib, 1999, Kedaulatan Rakyat, 

Negara hukum, dan Konstitusi, Liberty, 

Yogyakarta. 
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5. Frank fischer, Gerald j. miller, dkk, Handbook 

Analisis Kebijakan Public, Teori Politik, Dan 

Metode, Nusa Media, Bandung, 2015. 

6. Granita Ramadani, Analisis Aspek Metodologi 

Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas 

Indonesia, Depok, 2009. 

7. Hans kelsen, 2011, Teori Hukum Murni, Nusa 

Media, Yogyakarta. 

8. Haris Firdaus, Yogyakarta Langgar Aturan, 

Kompas.com, diakses pada tanggal 3 Februari 

2017  jam 20:54 WIB. 

9. I Dewa Gede Atmadja, Suko Wiyono, et al, 

2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara 

hukum, Setara Press, Jawa Timur. 

 

B. Karya Ilmiah 

1. Jurnal, Nommy H.T. Siahaan , Perkembangan 

Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan 

(Suatu Analisis Yuridis Dalam Public 
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Participatory Untuk Perlindungan 

Lingkungan). Pengadilan Tinggi Kalimantan 

Tengah, 2000. 

2. Jurnal Ekosains, Reni Widyastuti, 

Pengembangan Pariwisata Yang Berorientasi 

Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan, Fakultas 

Hukum Universitas Katolik St,. Thomas, 

Sumatera Utara, 2010. 

3. Skripsi, Rizki Priambodo, Legal Standing 

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional 

Indonesia, Universitas Jendral Soedirman, 

Purwokerto, 2015. 

 

C. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum ini yaitu bahan tambahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, misalnya seperti kamus hukum, web 

dalam internet, ataupun opini-opini yang 
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diupload pada akun pribadi dan lain sebagainya. 

Adapun bahan hukum tersier yang dipakai pada 

penelitian ini antara lain artikel yang ditulis oleh 

Haris Firdaus, dimedia masa Kompas.com. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan 

(Library Reseach) dan lapangan (Field Researh). Caranya 

dengan memadukan beberapa teori-teori yang ada 

terhadap praktek hukum yang telah terjadi yang menurut 

dugaan sementara penulis mengalami ketimpangan. Tentu 

bahan tersebut diambil dari penelusuran referensi-

referensi yang membahas tentang teori yang relevan baik 

melalui undang-undang maupun referensi kontemporer 

yang berasal dari pendapat pakar. Kemudian 

mengelaborasikan dengan data penelitian lapangan apakah 

sudah sesuai pagunya atau tidak. Selain itu untuk lebih 

membuktikan akurasi penelitian, penulis akan 

mengumpulkan data-data valid yang sudah direlease dan 
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dipublikasikan oleh lembaga-lembaga peneliti di 

Indonesia baik dari unsur pemerintah maupun unsur non 

pemerintah.  

Data yang sudah dipublikasan biasanya sudah diolah 

oleh Pakar Hukum Tata Lingkungan sebagai 

pengejawantahan pendapat sesuai dengan keahliannya. 

Adapun secara runtut teknik pengumpulan data penelitian 

ini ada 2 (dua) jenis. Pertama, Teknik studi pustaka 

melakukan pengumpulan data sebagai pencarian jawaban 

atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara 

menganalisis bahan–bahan pustaka atau referensi yang 

ada dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji, baik itu 

bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, maupun 

tersier. Kedua, penulis akan melakukan penelusuran 

melalui penelitian lapangan dengan mendatangai lokasi 

penelitian, dinas atau pemerintah yang terkait, dan bahkan 

LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau nGO (non-

Government Organiziation) yang terkait dengan penelitian 

ini. Metode pengumpulan data dengan teknik ini 
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dilakukan Penulis dalam menganalisa posisi hukum secara 

normative dengan praktek implementasi hukum itu 

sendiri. 

3.6 Analisis Data 

Model analisis data yang digunakan penulis dalam 

konteks ini akan menggunakan metode analisis kualitatif 

dalam kerangka normative empirif. Artinya menurut 

Denzin dan Lincoln
65

 di dalam penelitian kualitatif sendiri 

merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang 

ada. Kemudian metode yang biasanya digunakan adalah 

wawancara, pengamatan, pemanfaatan dokumen.
66

 

Sumber-sumber terkait dengan data yang sudah 

dikumpulkan akan dikolaborasi dengan kaedah-kaedah 

umum yang sudah diakui kebenarannya dan kemudian 

dikembangkan dan akhirnya akan menemukan konklusi 
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yang dapat menjawab dugaan sementara penulis terhadap 

obyek penelitian yang akan dilakukan. Kemudian pada 

kesempatan akhir Tesis ini, penulis akan mencoba 

mengkonversikan kesimpulan yang didapat agar 

menimbulkan solusi atau perbuatan hukum yang 

seharusnya dilakukan oleh para pemangku kebijakan di 

negeri dan bangsa ini. 

 

  


